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GUBERNUR NUSA TENCTGARA TIMUR

PERATT'RAI{ GUBTRNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2Ot9

TENTANG

KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
STRTA TATA KEzuA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAIIAN RAITYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TTNGGARA TIMUR,

Ivlenimbang : a.

b.

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tirnur Nomor 1

Tahun 2OI9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor I Tahun 2006
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, ketentuan
mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat daerah dan unit kefa di
bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralryat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1i15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

r649);

c.

Menglngat : 1.

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oI1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2ol'1Nomor82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s2sa); ttl



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemeriitahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

tel;h diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2O36);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2O18

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1539);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
i016 No-o. 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor OO82) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9

Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

iO19 No-ot 0O1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);

4.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur'
2. pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah'
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggar a Tirnur ' p



4.

6.

7.

8.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
p"*gf..t Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

p"ny"i.ttgg".aan pemerintahan daerah'

Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut

Dinas adalah Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Provinsi

Nusa Tenggara Timur.
Tata Kerjl-adalah rangkaian pekerjaan yan g- tersusun secara sistematrs'

iJ.p a"*i tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus

ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan'

f"frr,tp"f. Jabatan bu.,g"lottat adalah- kedudukan yang menunjukkan

;;;;;';"ggtngiawab, #"*"""t'g dan hak seorang Pegawai Negeri sipil

dalam satuan orgamsasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan I at auketerampilan tertentu serta bersifat mandiri'

Unit Pelaksana Tet<nis Oa"rah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

Uni, p.t.t 
"".ra 

Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang

p"-f."t:""" u-r* dan perumahan ralryat yang menjadi kewenangan

Daerah.

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang- berkedudukan di bawah dan

;;;,;;gd"g I awab kepadl Gubernur melalui sekretaris Daerah'

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum'

b. Bidang sebanyak 6 (enam) Bidang terdiri atas :

1. Bidang Bina Marga;

2. Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi;

3. Bidang Operasi Sumber Daya Air dan lrigasi;

4. Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah;

5. Bidang CiPta Karya; dan

6. Bidang Perumahan dan Permukiman'

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

(1)

(21

(l)

d. uwD. 49
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(21 Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1,

terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan;

b. Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik; dan

c. Seksi Pemeliharaan, Peralatan dan Perbengkelan.

(3) Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan;

b. Seksi Pembangunan Irigasi; dan

c. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air.

(41 Bidang Operasi Sumber Daya Air dan lrigasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b angka 3, terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Komisi Irigasi;

b. Seksi operasi Irigasi dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai
Air; dan

c. Seksi Operasi Prasarana Sumber Daya Atr'

(5) Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang;

b. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang; dan

c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang.

(6) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka
5, terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;

b. Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan

c. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan.

(7\ Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b angka 6, terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;

b. Seksi Penyediaan Perumahan; dan

c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

(8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(9) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(10) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai
dengan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(11) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (71,

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Q



(1)

(21

(1)

(2)

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan mengenai uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)' mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan perumahan ralryat yang menjadi kewenangan

baerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah'

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan
rakyat;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan
rakyat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat;dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai
tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan'

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas

usul Kepala Dinas.

Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan3an. 4C

perumahan

perumahan

Dinas sebagaimana dimaksud
tugas melaksanakan sebagian

(1)

(2)

(3)

5



(1)

(2)

(3)

BAB VI
UPTD

Pasal 8

Pada Dinas dapat dibentuk UF)TD tertentu untuk melaksanakan kegiatan

teknis operasiorrA aa"7 "i"tt 
kegiatan teknis-penunjang yang mempunyai

;t;;ili;;j; mencakup satu atau beberapa Kabupaten/Kota'

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat. (1), merupakan bagian dari

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas'

Ketentuan rebih ranjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan

organisasi, tugas dan ft"g"-i Uffo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

diitur dengan Peraturan Gubernur'

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

Daram melaksanakan tugasnya, Kepala .Dinas 
wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinf,ronisasi' dan simplifikasi baik dalam lingkungan

sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-

masing.

(1)

(2)

Pasal 10

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)' dalam

melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KepalaDinassebagaimanadimaksudpadaayat(1)'berkewajiban
memberikan petun1uK' t""*Ui"t, membimting dan mengawasi pekerjaan

dari unsur-unsur pembantu 
'dan 

pelaksana yang berada dalam

lingkungan kerjanYa.

Pasal 11

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas waj ib

[.*"tr"."v" masing-masittg d^tt bila terjadi penyimpangan agar

i..rgt.n-f .ngf."tt yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan'

mengawasi
mengambil
peraturan

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERIIENTIAN

Pasal 12

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan

keientuan peraturan perundang-undangan'

(21 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi' Kepala Sub Bagian pada Dinas
\-, 

ahrrgLat dan- diberhentl-t.r, ot"rr 
- 
Gubernur sesuai dengan ketentuan

;;;;;";" perundan g-u ndangan' P
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BAB f,K

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru

berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 055);

b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara

Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor

0s6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di KuPang
pada tanggal 2l :apq*p-t 2Ol9 |

U GUBERNU* 
\UFi 

TENGGARA TIMUR{

vl/
,/VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di KuPang
padatanggal }t .lepq*E{ 2Ol9

SEKRSTARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,'

KBENE
US POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR }



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :l TAHUN2019
TANGGAL ,i.l ,1aya14g1 2or9

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKEzuAAN UIII'M DAN PERI'IIIAIIAN RAI(YAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMI'R

KEPALA

BIDANG
BINA MARGA

BIDANG
PENATAAN RUANG

DAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR

WILAYAI]

SEKSI
PERENCANAAN

SEKSI
PERENCANAAN

SEKSI
PERENCANAAN,

PENGENDALIAN DAN
KOMISI IRIGASI

SEKSI
PERENCANAAN TATA

RUANG DAN
PEMANFAATAN

RUANC

SEKSI
PERENCANAAN DAN

PENGENDALIAN

SEKSI
PERENCANAAN DAN

PENGENDALTAN

SEKSI
PEMBANCUNAN DAN

T.A.BORATORIUM
TEKNIK

SEKSI
PEMBANGUNAN

IRIGASI

SEKSI
PENCATURAN DAN

PEMBINAAN
PENATAAN RUANG

SEKSI
OPERASI IRICASI DAN

PEMBERDAYAAN
PERKUMPUTAN

PETANI PEMAKAI AIR

SEKSI
PENATAAN BANCUNAN

GEDUNG DAN
LINGKUNGAN

SEKSI
PENYEDIAAN
PERUMAHAN

SEKSI
PEMELIHARAAN,
PERALATAN DAN
PERBENGKELAN

SEKSI
PEMBANGUNAN

SUMBER DAYA AIR

SEKSI
OPERASI PRASARANA

SUMBER DAYA AIR

SEKSI
PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN
PENATAAN RUANG

SEKSI
PENYEDIAITN SARANA

DAN PRASARANA
KECIPTA(ARYAAN

SEKSI
PENGEMBANGAN

KAWASAN
PERMUKIMAN DAN

PERTANA}IAN

!cunennun NU NGGARA TIMUR

, VIKTOR BUN LAISKODA?


